	BAPPEDA JATENG

Visi Bappeda Motor pembangunan daerah di Jawa Tengah melalui perencanaan yang inovatif, profesional dan partisipatif yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai ketaqwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. 

Misi Bappeda 

· Meningkatkan kualitas sumberdaya dari segenap aparatur perencana 

· Meningkatkan koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi berdasarkan prinsip Good Governance 

· Merumuskan kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan dalam mewujudkan konsistensi kegiatan pembangunan 

· Menyusun perencanaan pembangunan yang inovatif, responsif, partisipasif, berdasarkan penelitian evaluatif dan pemberdayaan masyarakat yang dilandasi oleh etika dan moral 

· Mewujudkan produk perencanaan dengan anggaran yang efisien dan sasaran yang efektif 

KEDUDUKAN


1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Tengah bertugas membantu Gubernur di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Tengah. 

2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Tengah berkedudukan di Jl. Pemuda No. 127-133 Telp. 6224 3515591, Fax. 6224 3546802, e-mail : bappeda@jawatengah.go.id Semarang 50243. 

Tugas Pokok 
Membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 

Fungsi 

1. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 

2. Pelaksanaan Pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah bidang perencanaan Pembangunan Daerah 

3. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 

4. Pelaksanaan penyusunan kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam jangka panjang dan jangka menengah serta perencanaan operasional tahunan 

5. Pelaksanaan koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah di lingkungan Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Lintas kabupaten/Kota dan aspirasi pelaku pembangunan 

6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Pembangunan Daerah 

7. Pelaksanaan fasilitas perencanaan dan pengendalian Pembangunan Regional secara makro 

8. Pelaksanaan penyusunan rencana Anggaran Pembangunan Daerah 

9. Pelaksanaan pengelolaan urusan Program, Kepegawaian, Keuangan, Hukum, Hubungan masyarakat, Organisasi dan Tatalaksana serta Umum dan Perlengkapan 

STRUKTUR ORGANISASI


1. Kepala Badan
2. Sekretaris, membawahkan :
    a. Sub Bag Penyusunan Rencana Kegiatan
    b. Sub Bag Kepegawaian
    c. Sub Bag Keuangan
    d. Sub Bag Umum
3. Bidang Ekonomi, membawahkan :
    a. Sub Bid Pertanian
    b. Sub Bid Industri, Pertambangan dan Energi
    c. Sub Bid Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata
    d. Sub Bid Keuangan Daerah dan Pengembangan Dunia Usaha
4. Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya, membawahkan :
    a. Sub Bid Pendidikan dan Mental Spiritual
    b. Sub Bid Kesejahteraan Sosial
    c. Sub Bid Pemerintahan
    d. Sub Bid Kependudukan dan Pemberdayaan Perempuan
5. Bidang Prasarana Wilayah
    a. Sub Bid Sumberdaya Air
    b. Sub Bid Perhubungan
    c. Sub Bid Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah
    d. Sub Bid Lingkungan Hidup dan Kelautan
6. Bidang Monitoring dan Evaluasi, membawahkan :
    a. Sub Bid Monev Ekonomi
    b. Sub Bid Monev Pemsosbud
    c. Sub Bid Monev Praswil
    d. Sub Bid Pengembangan Data dan Sistem Informasi Perencanaan
7. Kelompok Fungsional :
    a. Fungsional Arsiparis
    b. Fungsional Pustakawan
    c. Fungsional Perencana

PROGRAM


1. Peningkatan Sumberdaya Aparatur Pemerintah Daerah 

2. Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan 

3. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan 

4. Pengembangan Eksport 

RENSTRA


Perubahahan paradigma Pemerintahan menuntut pula perubahan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pembangunan tidak lagi berorientasi proyek, namun lebih berorientasi problem solving. Oleh karena itu perencana – perencana pembangunan harus mampu mengidentifikasi permasalahan yang ada di daerahnya. Perencana harus mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta mampu mengoptimalkan kekuatan dan mengeliminir kelemahan yang dimiliki.
Perubahan lingkungan eksternal, baik lingkungan global, regional, nasional maupun lokal pada berbagai bidang harus menjadi referensi dalam penyusunan strategi pembangunan daerah. Perubahan-perubahan tersebut di satu sisi dapat merupakan peluang, namun di sisi lain dapat menimbulkan ancaman bagi pelaksanaan pembangunan. 
Mensikapi kondisi tersebut, Bappeda sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang perencanaan pembangunan, memiliki peran untuk menyiapkan perencanaan strategis dan perencanaan operasional pembangunan daerah. 
Penyusunan Rencana Strategis bagi suatu instansi pemerintah adalah amanat Instruksi Presiden nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah nomor 108 Tahun 2000. Oleh karena itu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi Jawa Tengah menyusun Rencana Strategis Tahun 2003 – 2008
RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH 2003 – 2008
 

1. PERMASALAHAN
a. Belum optimalnya kualitas dan kinerja SDM
b. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas sarana serta prasarana dalam menunjang operasional organisasi
c. Belum optimalnya koordinasi dan hasil-hasil perencanaan pembangunan
d. Belum optimalnya koordinasi kegiatan pemantauan dan evaluasi 
 

2. KEBIJAKAN
a. Peningkatan kualitas SDM dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi
b. Perbaikan system, sarana dan prasarana di lingkup Bappeda Propinsi Jateng
c. Memaksimalkan mekanisme, koor-dinasi internal dan eksternal, dalam proses perencanaan dan pemantauan
d. Memaksimalkan kualitas dan koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
 

3. SASARAN
a. 
1) Tercapainya peningkatan kinerja aparat perencana
2) Tercapainya pening katan kualitas hasil perencanaan
b. 
1) Terwujudnya sarana dan prasrana yang representatif dan memadai
2) Terwujudnya jaringan (networking) perencanaan dan pemantauan yang transparan dan partisipatif
c. Maksimalnya mekanisme koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan 
d. Maksimalnya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan serta hasil-hasil pembangunan yang akurat
 

4. STRATEGI
a. 
1) Meningkatkan kualitas profesionalisme sumber daya aparat
2) Pemberdayaan SDM sesuai dengan kompetensinya
b. 
1) Pengadaan /& peningkatan kualitas sarana dan prasarana
2) Perumusan jaringan (networking) perencanaan dan pemantauan yang transparan, partisipatif dan dinamis
c. Peningkatan koordinasi, baik internal maupun eksternal, yang berkesinambungan dalam proses perencanaan dan pemantauan
d. Mewujudkan proses pemantauan dan evaluasi yang koordinatif, akuntabel, transparan dan partisipatif
 

5. PROGRAM
a. 
1) Menstimulasi aparat untuk belajar ke jenjang yang lebih tinggi
2) Mengikutsertakan aparat Bappeda dalam berbagai Pendidikan dan Latihan (Diklat), Bimbingan Teknis, kursus, forum-forum seminar,lokakarya, diskusi dan sebagainya
3) Menyelenggarakan forum-forum, al. : FGD, seminar, lokakarya, diskusi yang berkaitan dengan perencanaan
4) Memberikan kesempatan kepada Fungsional Perencana untuk mengembangkan ke-fungsionalannya sesuai dgn bidang keahliannya
b. 
1) Pengadaan / perbaikan sarana dan prasarana di lingkungan Bappeda Propinsi Jateng
2) Perbaikan (up grade) sarana komunikasi, guna mendukung networking perencanaan dan pemantauan
c. 
1) Penyusunan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
2) Koordinasi dan fasilitasi kegiatan-kegiatan spesifik untuk menunjang program khusus baik dari kebijakan pusat maupun daerah, antara lain melalui kegiatan pendampingan
d. 
1) Peningkatan efektivitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
2) Peningkatan koordinasi 
 

6. INDIKATOR KINERJA
a. 
1) Meningkatnya kualitas dan kinerja aparatur di lingkungan Bappeda
2) Meningkatnya SDM Bappeda yang memiliki kompetensi di bidang perencanaan pembangunan daerah
b. 
1) Tersedianya sarana dan prasarana yang represntatif dan memadai
2) Tersedianya jaringan (networking) perenca-naan dan pemantauan yang transparan dan partisipatif
c. 
1) Terselenggaranya proses /mekanisme perencanaan pembangunan daerah
2) Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan di daerah, seperti : PJP, PJM, RKP, RAPBD
3) Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan lintas daerah dan sektoral, di lingkup daerah, regional dan nasional
d. 
1) Tersusunnya laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Repetada, RAPBD
2) Tersusunnya rumusan hasil monitoring dan evaluasi, sebagai bahan masukan bagi proses perencanaan tahap berikutnya
3) Semakin tingginya kualitas produk-produk perencanaan daerah
4) Semakin tingginya kualitas pembangunan daerah
 

SDM


SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
DI LINGKUNGAN BAPPEDA PROPINSI JAWA TENGAH
1. Dilihat dari kondisi personalia, secara umum kondisi SDM yang ada telah cukup memadai sesuai dengan bidang tugas dan wewenang yang diberikan, meliputi : [image: image1]
a. Menurut Golongan :
- Golongan IV
:
9 orang (4,33 %)
- Golongan III
:
147 orang (70,67 %)
- Golongan II
:
26 orang (12,50 %)
- Golongan I
:
1 orang ( 0,48 %)
b. Menurut Pendidikan :
- Strata 3/ S3
:
1 orang (0,48 %)
- Strata 2/ S2
:
32 orang (15,38 %)
- Strata 1/S1
:
84 orang (40,38 %)
- Sarjana Muda
:
8 orang ( 3,85 %)
- SLTA
:
52 orang ( 25,71 %)
- SLTP
:
9 orang (4,29 %)
- SD
:
15 orang (7,14 %)
Jumlah Harian lepas sebanyak 15 orang dan Hansip 9 orang yang bertugas dalam pelayanan umum.
c. Status Pendidikan
- Tugas belajar S2
:
5 orang 
- Ijin belajar S2
:
6 orang 
2. Distribusi Persebaran Personil:
Dengan beban kerja masing-masing bagian, maka distribusi persebarang personil Bappeda Jawa Tengah telah diupayakan mampu untuk melaksanakan berbagai tugas dan pekerjaan ada, meliputi :
a. Sekretariat
- Strata 3/ S3
:
`1 orang
- Strata 2/ S2
:
5 orang
- Strata 1/S1
:
23 orang
- Sarjana Muda
:
6 orang
- SLTA
:
22 orang
- SLTP
:
4 orang
- SD
:
12 orang
b. Bidang Ekonomi
- Strata 2/ S2
:
11 orang
- Strata 1/S1
:
11 orang
- Sarjana Muda
:
1 orang
- SLTA
:
1 orang
c. Bidang Pemsosbud
- Strata 2/ S2
:
5 orang
- Strata 1/S1
:
16 orang
d. Bidang Praswil
- Strata 2/ S2
:
6 orang
- Strata 1/S1
:
16 orang
- SLTA
:
2 orang
- SLTP
:
1 orang
e. Bidang Monev
- Strata 2/ S2
:
4 orang
- Strata 1/S1
:
13 orang
- Sarjana Muda
:
3 orang
- SLTA
:
5 orang
- SLTP
:
1 orang
f. Fungsional Perencana :
Untuk melaksanakan perencanaan pembangunan yang semakin komplek, maka dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh beberapa staf fungsional, meliputi :[image: image2]
-Fungsional Perencana
:
3 orang
-Fungsional Pustakawan
:
1 orang
- Fungsional Arsip
:
1 orang
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